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ABSTRAK - bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang 

Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan 

martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan 

generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga 

perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas 

luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang secara wajar; 

 

- bahwa pemerintah daerah dan/atau masyarakat wajib 

berperan secara aktif dalam memberikan perlindungan 

terhadap setiap anak agar terhindar dan terbebas dari 

berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, 

penelantaran dan perlakuan salah lainnya; 

 

- bahwa dengan adanya perubahan UndangUndang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – 

Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2O16 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak serta untuk menyesuaikan dengan kondisi 

penyelenggaran perlindungan anak di daerah perlu 

dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota 

Pekalongan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Anak; 

 

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan 

Anak; 

   

-  Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat 

(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Tengah, Djawa Barat dan 

Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 



Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota 

Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3143); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang 

Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The 

Prohibition and Immediate of The Worst Forms of Child 

Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan 

Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan 

Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3941); Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O16 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5882); Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundangundangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5332); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha 

Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 

2); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 



Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768); 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 

2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 53). 

  

- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang kewajiban dan 

tanggung jawab; perwalian dan pengangkatan anak; 

penyelenggaraan perlindungan anak; penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial bagi anak; kelembagaan; kota layak 

anak; sistem data perlindungan anak; peran serta 

masyarakat; pembiayaan. 

 

CATATAN  - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

tanggal 16 Agustus 2019 

  -  Perda ini ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 16 

Agustus 2019 


